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Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah pungutan pajak penghasilan yang bersifat final
dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan ? dan apakah telah memenunhi
prinsip-prinsip dan azas-azas perpaakan yang berlaku umum ? Untuk membahas pokok permasalahan dan
tujuan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi
kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait.

<br><br>

Pembahasan dan analisis masalah, diketahui bahwa pungutan pajak penghasilan final yang berlaku, hanya
didasarkan pada aspek kemudahan pungutan pajaknya. Sedangkan aspek keadilan dan kepastian hukum
dalam pemungutan pajak kurang mendapat perhatian.

<br><br>

Dilihat dari sudut pandang penerimaan, pel aksanaan pungutan pajak penghasilan final cukup berhasil dalam
meningkatkan pajak penghasilan dari jasa konstruksi. Hal ini dibuktikan dari jumlah penerimaan yang
meningkat setiap tahunnyayaitu dari Rp 293,14 milliar tahun 1996/1997 menjadi Rp 415,01 milliar tahun
1997/1998 atau meningkat 41,57 % dan Rp 560,39 milliar tahun 1997/1998 atau meningkat 91,16 % bila
dibanding dengan tahun 1998/1997.

<br><br>

Akan tetapi biladilihat dari kontribusi nya terhadap pajak penghasilan secara keseluruhan untuk masing-
masing tahun yang bersangkutan, maka pungutan pajak penghasilan final tidak memberikan peningkatan
yang cukup signifikan. Bila pada tahun 1996/1997 kontribusi pajak penghasilan jasa konstruksi adalah 1,08
% maka pada tahun 1997/1998 meningkat menjadi 1,21 % dan tahun 1998/1999 menurun menjadi 1,01 %.
Keadaan ini terutama disebabkan penigkatan penerimaan pajak penghasilan yang setiap tahun cukup besar.
<br><br>

Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan pajak, hendaknya peraturan yang berlaku, tidak
membedakan sesama wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha yang sama, sebagaimana ditemukan
pada peraturan bidang usaha jasa konstruksi yang membebaskan peredaran usaha di atas Rp. 1 (satu ) milliar
dari pungutan pajak penghasilan final.

<br><br>

Atas pembahasan dan beberapa kesimpulan yang diperoieh, akhirnya penulis menyarankan agar pungutan
pajak penghasilan final sebaiknyatidak diberlakukan bagi pengusaha jasa konstruksi, mengingat ketentuan
tersebut tidak sesuai dengan kriteria keadilan dalam pemungutan pajak, baik ditinjau dari sudut keadilan
horizontal maupun vertikal serta kurangnya kepastian hukum wajib pajak akibat peraturan atau ketentuan
yang sering mengalami perubahan.
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